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Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwa 

mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillalla 

waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasulluh laanabiaba'da Allahum 

Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad. 

,- Sdr. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Prov. Surnbar 

, Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur yang kami hormati 

r Sdr. Muspida Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati 

,,,, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provin 

Sumatera Barat yang kami hormati 

,...- Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 

,- Sdr. Sekda, Asisten, Ka. Kanwil, Kepala Dinas, Sadan, Kantor de 

Lembaga Provinsi Sumatera Barat 

, Sdr-sdr kami Pimpinan Partai Politik, Ketua LKAAM, Bunda Kanduan, 

Ormas, LSM, dan rekan-rekan kami Wartawan Media Cetak de 

Elektronik, serta lembaga-lembaga lainnya dan seluruh Undangan yar 

tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang arnat kami hormati. 

Hadirin dan Hadirat yang Kami Muliakan, 

Alhamdulillah, kita telah dapat hadir bersama untuk mengikuti Rap 

Paripurna dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancang, 

Peraturan Daerah tentang: 



BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA. Yang te 

dirubah menjadi : RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang a 

kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaH 

Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang : Bangur 

Gedung. 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD serta p. 

undangan yang kami hormati, 

Pada kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Golongan Kai 

menyampaikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada Pemerintah Dae1 

dan Panitia Khusus yang bertugas membahas Ranperda ini, dan bekE 

keras mengumpulkan input-input serta masukan dari berbagai pihak c 

yang tak kalah pentingnya, Pemerintah Daerah dan Panitia Khusus jL 

sudah mampu menyerap aspirasi dan telah dapat pula memahami sa, 

Fraksi-Fraksi di DPRD dalam menyempurnakan Ranperda tersel 

diatas,terutarna tentang saran dan usul dari Fraksi Partai Golkar yaitu tent2 

perubahan judul Ranperda tersebut menjadi RANCANGAN PERA TURi 

DAERAH tentang BANGUNAN GEDUNG. 

Akan tetapi setelah kami baca dan kami dalami Ranperda tersebut, kami re 

masih perlu dilakukan penyempurnaan, disebabkan karena: 

1. Antara judul Ranperda kurang sesuai dan sejalan dengan isi d 

Ranperda itu sendiri, untuk itu perlu dilakukan perbaikan keselaras 

antara judul dan isi dari Ranperda ini. 

2. Yang diatur oleh Ranperda ini ternyata lebih banyak merupak 

kewenangan dari Kabupaten/Kota contohnya yang sidnifikan sep{ 

Pasal 48; 

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenang 

urusan penyelenggaraan bangunan gedung untuk rehabilitasi d 

rekonstruksi pasca bencana kepada Pemerintah kecamatan melipL 

a .............. Ost 

b. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan 
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c. Pelayanan penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangu 

gedung untuk bangunan hunian rumah tinggal dan rumah dere 

Sepanjang pengetahuan kami Kecamatan belum mempur 

lembaga teknis yang patut dan pantas untuk melakukan penile 

teknis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Untuk itu tidak ada kewenangan Provinsi untuk mengaturnya. Pa~ 

·pasal yang seperti ini perlu dihilangkan, dan selanjutnya Pasal 48 

sangat Paradok dengan Pasal 45. 

3. Dari 12 Bab dan 60 pasal Ranperda Bangunan Gedung ini, terda1 

perintah kepada Kabupaten/Kota untuk membuat Peraturan Daer 

sebanyak 4 kali dan 48 penugasan pengaturan termasuk relokasi d 

pe11ugasan koordinasi kepada Kabupaten dan Kota tapi tidak dijelask 

berkoordinasi dengan siapa dan untuk relokasi biayanya rnenjc 

tanggungan siapa tidak dijelaskan contoh pada Pasal 32 (4) 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pantai, le 

sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib berkoordinasi dalam penetap 

persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) 6 

Dan Ranperda ini juga memuat hanya 2 pasal saja yang menjadi tug, 

Provinsi. 

Jika Ranperda ini kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah, ka, 

menyangsikan Kabupaten/Kota akan dapat tunduk atau menundukk, 

diri kepada Peraturan Daerah ini, sesuai dengan perkembangan epor 

otonomi daerah yang sedang bergulir. 

4. Kalau kita simak dan kita perhatikan pasalper pasal dan ayat. per ay 

ternyata, Ranperda ini cukup banyak menyadur dari Peratur, 

Pemerintah No. 36 tahun 2005, dan Permen PU Nomor 29 dan ~ 

tahun 2006, dengan hanya menukar koma dengan huruf serta ta 

letaknya saja. Untuk itu perlu disederhanakan. 

5. Pada Pasal 17 diatur tentang arsitektur bangunan gedung: 

('I )Arsitek Bangunan Gedung yang dibangun dengan kaidah tradision 

harus dipelihara dan dipertahankan kemurniannya pada bangunc 

lama dan/atau bangunan gedung adat untuk tuiuan: 

,., 
.) 



a. Sebagai warisan kearifan local dibidang arsitektur bangunan 

gedung;dan 

b. Sebagai inspirasi untuk cirri kota atau bagian kota 

untukmembangun bangunan-bangunan gedung baru. 

(2) ................................... . 

Demikian juga halnya dengan amanah dari UU Nomor 28 tahun 

2002 dan PP Nomor 36 tahun 2005, akan tetapi kita di Provinsi 

belum lagi mau tunduk kepada Undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut. Dihadapan mata kita, kita telah merobah 

kaidah bangunan gedung tradisiona\ yang merupakan sebagai ICON 

Sumatera Barat, Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan 

arsitektur tradisional, propi\/ornament tiang/kolomnya, sekarang 

dirubah dengan lapisan/balutan aluminium komposit. Untuk 

menghindari kemungkinan kita melanggar Perda-Perda yang kita 

lahirkan, marilah kita selalu konsisten dengan apa yang telah kita 

sepakati dan kita atur selama ini. 

6. Pasal 29 ayat (1) pada Ranperda ini mungkin merupakan pengaturan 

untuk secara Nasional tertulis (Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pantai .......... dst), mungkin 

perlu diperbaiki. 

7. Saran kami yang tidak boleh luput nantinya pada Perda 

Kabupaten/Kota untuk mengatur dampak kekurangan areal parker 

dikawasan bangunan gedung untuk fasilitas umum seperti, gedung 

pertemuan, swalayan, supermarket, hotel, pasar tradisional, yang 

mengakibatkan kemacetan terutama di daerah perkotaan, maka sudah 

selayaknyalah dalam Ranperda tersebut juga mengatur ketersediaan 

areal parker pada bangunan-bangunan tersebut. diatas, dan 

mewajibkan pemerintah Kabupaten/Kota untuk memiliki terminal 

angkutan dalam kota dan terminal angkutan antar kota. Dan tidak ada 

salahnya jika pelataran parker itu ditempatkan pada basement 

bangunan yang dimaksud. 
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Saudara Pimpinan, hadirin hadirat yang kami muliakan. 

Kiranya Ke Tujuh saran kami tersebut diatas dapat menjadi perhatian da 

diakomodir pada saat evaluasi Ranperda ini di Kemeterian Dalam Negeri da1 

dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar DPR[ 

Provinsi Sumatera Barat dapat menerima Ranperda ini untuk ditetapkar 

menjadi Perda. 

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya ini kami 

sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian dan mohon ma'af yang setulus­

tulusnya seandainya didalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak atau 

kurang berkenan serta tidak pada tempatnya, sekalilagi kami mohon 

dimaafkan. 

Padang, 26 Mei 2011 

FRAKSIPARTAIGOLKAR 

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT 

/Ketua, 

.£ 
Ora. SITT~:l Tl AZIZ ZULKENEDI SAID, S.S 

Juru Bicara, 

~~ 
H. YULMAN HADI, SE, 

s 
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Pendapat Akhir 
Fraksi PPP DPRD Provinsi Smnatera Barat 

Terhadap Ranperda Bagunan Gedung 

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD 

Provinsi Sumatera Barnt tanggal 26 Mei 2011 

Yth. Sdr. Gubemur Sumatera Barat 
Sdr. Pi111pinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi 

S umatera Barat 
Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua 

Pengadilan Agama Sumatera Barat 
Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan 

Pe1nerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, 

wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta H adirin 
yang berbahagia. 

Puji dan Syukur kita kehadirat Allah SWT, karena berkat 

Rahmat dan l(arunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan 

kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripuma hari ini, 

dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 

terhadap Ranperda Bangunan Gedung. 

Salawat beriring do' a keselamatan tidak lupa pula Kita 

kiri1nkan untuk junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, 

pe1nbavva rah1nat untuk sekalian alam. 
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Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah Kami 

111enyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan 

Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk 

n1enyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini terhadap Ranperda 

Bangunan Gedung. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan I-Iadirin Yang kami Hormat 

1. Penetapan kawasan dan lokasi dengan karakteristik 

kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis 

yang relefan, dan lain-lain. Ranperda Bangunan Gedung 

harus disertai dengan penetapan kawa~an tarig di daerah 
I 

RTtRW masing-masing Kabupupaten/ Kata dan RT{RW 

Propinsi. 

2. Dalmn Ranperda Bangunan Gedung belum tergambar 

bagain1ana Iangkah wm stategis- yang dilakukan olel1 

pernerintah_ daerah ~untuk n1engatasi banguan-bangunan 

gedung yang sudah ada pada kawasan-kawasan yang 

seharusnya tidak diperuntukkan untuk bangunan tersebut 

sedangkan peraturan perundang-undangan, apakar 

bangunan gedung yang te]ah memiliki peraturan dan hak 

hak sebagai mana yang diatur perundang-undangar 

apalagi harus dibantu oleh pemerintah. 
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3. Eksekusi dari Ranperda ini lebih banyak menjadi 

ke,venangan pemerintah kabupaten/kota sedangan 

pemerintah propinsi hanya sebatas penetapan Regulasi 

saja. Berkenaan dengan hal tersebut agar Ranperda ini 

nantinya efektif untuk dilaksanakan maka perlu ditindak 

lanjuti dengan Perda Kabupaten/ Kata. 

4. Sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah mengatur 

peruntukkan bagi suatu bangunan tertentu pada kawasan 

tertentu dan memberikan pengawasan yang intensif 

terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai pihak 

diluar ketentuan dan peraturan ini, maka sangsi yang tegas 

perlu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Pada kawasan-kawasan yang tel ah berkembang sej ak 

lama yang terdapat didalan1nya berbagai permasalahan/ 

yang kasat mata bisa kita lihat adalah karena ketidak 

teraturan bangunan-bangunan te1npat tinggal, yang sangat 

fatal adalah memberikan bantuan pada waktu terjadi 

bencana kebakaran tidak memungkinkan n1elak-ukan 

pertolongan dengan pen1adamam kebakaran dari Dinas 

terkait, karena lokasi bangunan tersebut tidak memiliki 

akses infrastn1ktur yang 1nemadai untuk dilalui oleh mobil 

atau fasilitas pe1nadam kebakaran lainnya. 

Ini salah satu yang perlu direncanakan rehabilitasi 

kawasan-kawasan yang telah terlanjur amburadul, perlu 

ditata atau diatur sebagai mana mestinya sehingga 
,., 
.) 



kawasan tersebut dapat diwujudkan menjadi kawasa: 

layakhuni sesuai dengan ketentuan yang ada sehingg 

pemerataan kesehatan dfalam memenuhi kebutuha 

permnahan akan mendekati terhadap kesempumaar 

kesejahteraan masyarakat kita didaerah ini. 

5. l(awasan-kawasan yang tidak la.yak bangun a.tau kawasa 

resapan untuk menghindari bahaya lain dari fungsi tat 

ruang lahan .. kesalahan-kesalahan dan kejanggalm 

kejanggalan berdirinya bangunan yang tidak la.yak i1 

banyak terdapat dikawasan-kawasan pantai didaerah ki 

ini. Untuk memenuhi dan memberikan pelayanan kepac 

1nasyarakat n1elakukan efakuasi dalan1 keadaan bencat 

kita melihat bahwa bangunan-bangunan tidak beratun 

seperti yang kan1i katakan diatas perlu s-uati:-sinerji~ 

k01nprehensif antara pemerintah daerah propinsi d( 

pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan Perda ini, ja 

sinerji yang efektif adalah pada wakt11nya sang 

bermanfaat untuk menghindari korban yang lebih bes 

pada waktu terjadinya bencana yang sewaktu-waktu tid; 

dapat kita pastikan kapan berlakunya bencana itu. Tet2 

dengan kekompakan dan kebersmnaan dal2 

pengembangan kawasan seperti 1n1 akan 1nenJc: 

kesepakatan kita untuk memulai dan: melaksanakann 

secara pasti dan bertahap sesuai dengan kemampuan k 

untuk itu. 
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Kalan kita lihat fenomena keseharian kita dipantai 

Sumatera Barat boleh dikatakan pengaturan selama ini 

sangat jauh dari yang diharapkan seolah-olah Banguan­

bangunan yang didirikan oleh masyarakat telah mengganti 

fungsi pohon bakau yang rindang disepanjang pantai. 

Jadi inilah ketidak pantasan yang perlu kita akhiri 

sehingga perhatian kita terhadap masyarakat pantai dan 

pulau-pulau kecil akan semakin sempuma, sehingga untuk 

masa yang akan datang kesejahteraan masyarakat akan 

terlengkapi secara baik dengan perlindungan secara 

bersama yang memadai. 

6. Yang perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, 

untuk memudahkan kita melaksanakan Perda ini dengan 

sebaik-baiknya menurut kami sangat perlu diperhatikan 

kata-kata dan bahasa yang kita gunakan dalam Perda ini 

yang mudah ~in1engerti sehingga mudah pula kita 

tnelaksanakan, sebagai mana kita lihat didalam Perda ini 

terlalu banyak kata-kata as1ng yang tidak diberi 

penjelasan sehingga hal ini sedikit banyak akan 

mempengaruhi untuk lebih dimengerti masyarakat yang 

akan mempedomani. Semoga hal ini dapat disempumakan 

redaksinya sesuai dengan maksud kami yang di~tas. 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormat 

Fraksi PPP setelah didalam berbagai kesempatan 

mendiskusikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

eksistensi Ranperda ini kami merasa bahwa Ranperda ini telah 

mampu n1enampung segala sesuatu yang diperlukan tentang 

bangunan gedung yang akan kita laksanak:an untuk masa yang 

akan datang, tentu akan n1enjadi harapan kita semua untuk 

masa yang akan datang akan lebih baik, sempuma dan prima. 

Pada akhimya dengan mengucapkan Bismillah hirrahn1a 

nirrahin1 Fraksi PPP dapat MENYETUJUI Ranperda ini 

menjadi Perda, segala sesuatu yang berhubungan dengan 

redaksional Ranperda ini kita serahkan kepada Sekretariat. 

Den1ikian kami sampaikan, atas segala kelebihan dan 

kekurangan katni mohon maaf. 

TrVabillahi taufiq wal hidayah 

Padang, 26 :t\1ei 2011 

~r-. Fraksi PPP 
f PRD Provinsi Sumatera Barat 

Ketua 
--1 ;, 

/. \ r l,I741J/J~f 

D_~drizal 

vv,' ----Juru 1cara 
Martias Tanjung, S.Ag 
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l~llJ~KSI PARTAI G·ERINDRA 
(GERAKAN INDONESIA RAYA) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

JI. Khatib Sulaiman No. 87 Tclp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext: 160) Fa,i;. (0751) 59328 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSIPARTAIGERINDRA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

TERHADAP 
RANPERDA BANGUNAN GEDUNG 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Kamis 26 Mei 2011 
Juru Dicara : ..................................... . 

Assalamu'alaikum Wr.Wb 

Yang Terhormat: 

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barai. 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD. Perguruan Tinggi Se Provinsi Sumatera 

Barat. 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Serta Rekan-rekan 

Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin para undangan 

lainnya yang kami muliakan. 

Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami hormati, 

Hari ini kita bersama atas izin Allah S WT berkumpul dan hadir dalam 

sidang Paripurna DPRD Sumatera Barat untuk mendengarkan Pemandangan 

Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Bagunan Gedung Provinsi Sumatera 

B;trat. 



Untuk itu Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subahanahu Wata', 

Zat Yang Maha Indah dan Maha Berkuasa, yang dengan rahmat dan iradatNya k 

diberi kekuatan untuk menghadiri paripuma ini, dalam rangka menyampaik 

Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap RANPERDA BANGUN; 

GEDUNG PROVINSI SUMA TERA BARA T. Dalam kesempatan ini izinkan 

kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sid, 

yang telah memberi kami wakht unhtk menyampaikan Pendapat Akhir Fn 

Partai Gerindra. 

Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami hormati, 

Bangunan gedung merupakan sarana/ wadah tempat tinggal, sarana iba, 

dan wadah untuk melakukan rutinitas, untuk itu gedung yang didirikan h: 

memenuhi syarat secara admistratif dan teknis, sehingga dapat diantisipasi se: 

kemungkinan. Mulai dari tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zo 

gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangi 

Gedung dan peraturan Pemerintah Nomor 2~ Tahun 2005 tentang perat 

pelaksanaan UU Bangunan Gedung, dinunuskan bahwa bangiman gedung ad 

wujud fisik hasil peke1jaan konstntksi yang menyatu dengan tempat kedudttk, 

sebagian atau selurulmya berada diatas/ atau didalam tanah /air, yang berfi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau te 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, ma 

kegiatan Khusus. 

Provinsi Sumatera Barat Men1pakan daerah yang sangat indah dan berpo 

namun dibalik keindahanya Provinsi Surnbar merupakan daerah yang r 

bencana, untuk itu perlunya peranan pemerintah dalam menyikapi hal ter 

salah satu dari peranan pemerintah itu dengan ditetapkanya Perda Bag 



Gedung, namun sebelum ditetapkanya Perda ini sesuai dengan PemandangB 

Umum Fraksi Partai Gerindara pada tanggal 14 Febuari 2011 yang lalu kami da 

Fraksi Partai Gerindra berpendapat. 

I. Fraksi Partai Gerindra menolak Rancangan Ini dijadikan Perda karena tida 

sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan perlu adanya pengajiaan ulan. 

terhadap Rancangan Perda Bangunan Gedung Prov. Sumbar. Supay. 

adanya kesamaan persepsi, pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan 

Sehingga perda yang dibuat nantinya tidak sia-sia dan tidak menjad 

kontroversi dikemudian hari. 

2. Kami dari Fraksi Partai Gerindra berpendapat agar mengembalikan dra: 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Prov. Sumbai 

kepada Pemerintah untuk dipelajari dan dikaji ulang sehingga dapat 

menghasilkan Perda yang komprehensif. Agar Perda Ini dapat memayungi 

dan menjadikan acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota. 

Mencermati rancangan perda ini, kami Fraksi Partai Gerindra bertanya­

tanya, mengingat tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara tegas untuk dapat 

dijadikan dasar yuridis dari Perda yang diajukan Gubemur selaku Pemerintah 

daerah Provinsi Sumatera Barat . 

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Perizinan Bagunan Gedung Kompetensi 

perdanya ada pada Kabupaten /Kota dan tidak berada dalam kompetensi Provinsi, 

sehingga perda ini tidak seharusnya dibicarakan di DPRD Provinsi tetapi di 

Kabupaten /Kota, oleh karenanya Fraksi Partai Gerindra MENOLAK ATAU 

MENGEMBALIKAN PADA GUBERNUR PROV.SUMATERA BARAT 

UNTUK SELAYAKNYA DIREVISI DAN DIBAHAS KEMBALI. 



\. 

Hadirin, Sidang Paripurna yang kami hormati, 

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranpe 

Bangunan Gedung Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya kami mohon am1 

kepada Allah SWT, dan dengan segenap kerendahan hati, kami mohon m 

kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampai 

dalam Pernandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi SumatE 

Barat ini. Karena kesempurnaan hayalah milik Allah semata. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Memberikan Taufiq dan hidayah-N~ 

kepada kita semua dalam rangka pembahasan ini dan menjadi amal shaleh disis 

Nya. 

H·'abillahitaujik wal hidayah 

~t. ::j°,," /::\~::.:>-'./0~/ .J..j_ /- ( 
..L,'5.)-'!J~0J~.f/..__..,..., 

Salam Indonesia Raya !!!! 

FRAKSIPARTAIGERINDRA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

r 
\ Ketua 
\ 

\~-I~~\\ 
.,f"'/ \ . , 

DARM~ \VI,BSc 

r---::·--~-----:1 
I
. FR.Ai<.SI ; 

l 
i ., 

~ 
i 
i 
I 

PAHTAI : 

l t.~E ,:,,,,._\f._ '' ;,,J ,; ..-, . 
l',,.,..,..;",,A~t!-•• I.. •• 

_:'.Jfl'.'. ",(· 

Sekretaris 

IS1VIARNI 



PENDAPAT AKHIR 

FRAKSI PARTAI HANURA 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

PARTAI KATI Nt;f!ANI RAKYAT 

TERHADAP 

RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

RADA KAWA-SAN RAWAN-SENCANA -

DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA 

TANGGAL 26 MEI 2011 

DIBACAKAN OLEH 

H. HASWAN, BE 



Yth. Sdr 

Bismillahhhirahmanirrahim 

Assalam'alaikum Wr. Wb 

• Gubernur Sumatera Barat 

• Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

• Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi 

Sumatera Barat 

• Sekretaris Daerah, assisten Staff Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

• Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat 

• Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia. 

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan 

syukur kehadirat ALLAH Swt, .karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita 

hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan rapat Paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada 

Kawasan Rawan Bencana. 

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjur:1gan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan 

kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di 

akhirat hingga kita menjadi makin taqwa Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa 

'Alla ali Sayyidina Muhammad. 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 



Dilihat dari fungsinya Perda ini sangat penting untuk kondisi Indonesia 

yang rawan dengan bencana alam gempa tektonik maupun vulkanik, terlebih 

masih banyak ditemukan bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan 

teknis sehingga rawan kerusakan parah saat terjadi gempa. Ke depan, guna 

menjamin keandalan bangunan gedung maka instrument pengendali yaitu 

Perda Bangunan Gedung yang mutlak dibutuhkan. 

(J~~,r,.J 

Berdasarkan laporan dari Pansus pembahasan Ranperda Gedung Pada 

K~an Ravva1i Benear,a yang disampaikan pada rapat Gabungan Komisi 

Tanggal 24 Mei 2011 yang lalu, kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. 

Sumbar merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting 

untuk dapat menjadi perhatian untuk menetapkan Ranperda tentang 

Bangunan Gedung Baea Kawasan Ra 1..vao Beocafla selanjutnya antara lain 

sebagai berikut: 
~~· µ,,. r•7 . .. . 

1. Perda bangunan gedung pada kaw.a!iie.U~ rawan be,r,caAa- ini sangat 

dibutuhkan karena menyangkut keselamatan dan keamanan saat 

bencana alam terjadi seperti gempa bumi maupun untuk keindahan 

kota. 

2. Belajar dari pengalaman gempa 30 September tahun 2009 yang lalu 

yang menelan banyak korban jiwa karena tertimpa reruntuhan 

bangunan, maka Perda ini juga dibutuhkan agar bangunan yang 

berdiri tertib dan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung . 

yang tertib, selaras dengan lingkungan, dan terjamin keandalannya. 

Perda Bangunan Gedung penting sebagai instrumen pengendali 



bangunan untuk meminimalisir kerusakan bangunan maupun 

gedung. 

3. Ranperda ini perlu mengatur kebijakan terhadap bangunan gedung 

yang ada pada kawasan rawan bencana dan kelayakan fungsi 

bangunan karena pada akhirnya pemerintah jualah yang 

bertanggung jawab terhadap dampak dari bencana alam yang 

terjadi, untuk itu pemerintah harus berupaya untuk 

mensosialisasikannya kepada masyarakat yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Perda 

Bangunan Gedung. 

4. Kami dari Fraksi Partai Hanura berharap melalui Ranperda 

Bangunan Gedung pa.cia Kawasan ~awan ~a yang merupakan 

upaya peningkatan daya dukung kawasan diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran dan apresiasi semua pemangku 

kepentingan dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan penataan 

bangunan gedung dan lingkungan yang efektif dan efisien. 

5. Kami mengharapkan dalam Ranperda ini pemprov dapat mengatur 

secara tegas dan bijaksana larangan membangun pada zona 

larangan yang telah disebutkan karena dalam draf Ranperda ini 

masih belum menjelaskan tentang lokasi yang tidak boleh dibangun 

karena adanya keterbatasan lahan masyarakat pada lokasi rawan 

bencana. 



~6. 

untuk evakuasi/ tempat lari ketika terjadinya gempa, kedepannya 

diharapkan bangunan - bangunan tahan gempa yang akan dibangun 

oleh publik maupun pemerintah khususnya pada zona rawan 

tsunami dapat dijadikan sebagai tempat yang aman untuk 

menyelamatkan diri mereka dari bencana gempa seperti 

pembangunan bangunan gedung tiga lantai yang menggunakan 

shelter. 

7. Persyaratan administratif dan persyaratan untuk bangunan gedung 

adat, bangunan gedung Persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi 

permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang 

dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah 

daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat. 

8. Dalam Ranperda ini tidak dijelaskan sanksi administrasi atas 

pengguna bangunan dan penyedia jasa kontruksi gedung yang 

melanggar ketentuan dan peraturan pada perda ini. 

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami dari Fraksi 

HANURA DPRD Prov. Sumbar menyetujui ditetapkannya Ranperda tentang 

Bangunan Gedung -Pafla Ka1.0te1san Rawan Be11caHa ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.Ranperda ini sangat mutlak 

diperlukan mengingat wilayah Sumbar yang terletak pada zona rawan bencana. 

Dengan pengesahan tersebut, kami dari Fraksi HANURA berharap 

nantinya Perda ini dapat mewujudkan bangunan gedung di Sumbar yang 



tertata baik, tertib, aman, nyaman, sehat serta serasi dan selaras den~ 

lingkungannya dan yang terutama sekali kita bersama dapat meminimcd 

dampak dari bencana alam yang sering terjadi pada wilayah kita ini menginE 

wilayah Sumbar terletak pada zona rawan bencana. 

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi partai Hanura DPRD Provir 

Sumatera Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Sauda 

Gubernur dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih , mohon maaf at, 

kekurangan dan kekhilafan. 

WABILLAHI TAU FIG WALHIDAYAH 

WASSALAMMUALAIKUN WR.WB 

Padang, 26 Mei 2011 

FRAKSIPARTAIHANURA 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

I etua, 
I 
I 

! 
I 

i 
\ 

~'. 

H. SUNARNO G NI, SH 

PAIHAI HAP NuRAHI RAKYA7 

Sekretaris 

DEDY EDWARD, SE, MM 



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
(FRAKSI PKS) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

(FRAKSI PKS) 
DPRD PROPINSI SUMATERABARAT 

Tentang 
Ranperda Bangunan Gedung 

Bismillahirralunanirrahlm. 

UM@•31Mlt m 
-

Izinkan kami menyampaikan salam para ahli syurga; salam pejuang 

kebenaran; salam kebaikan; dan salam kebesaran Islam: 

Assalamualaikum Wamhmatullahi Wabarakatuh. 

Yth. Saudara Gubemur Propinsi Sumatera Barat 
Yth. Saudara Pimpinan danAnggota DPRD 

Propinsi Sumatera Barat 
Yth. Saudara Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi Serta Pengadilan 

Tinggi Agama Sumatera Barat 
Y th. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor, 

Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Onnas, 
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang herbahagia. 

Pertama sekali marilah kita panjatkan puja clan syukur kehadirat Allah 
SWf, yang telah memberikan taufik clan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir 
dalam ruangan ini mengikuti sidang Paripuma DPRD Propinsi Su:matera Barat 
dengan agenda P~AP AT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD PROPINSI 
SUI\1ATERABARAT Tentang RANPERDABANGUNAN GEDUNG 

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 57591 • 57592 · 57593 Padang 1 



membina rumah tangga, memimpin negara, menjalankan syariat agama 

serta menjalankan tugas dan kewajiban. 

Hadirin yang berbahagia ....... . 

1. Adalah fakta bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang 

rawan bencana, berbagai jenis bencana alam pernah dan 

masih berpotensi untuk terjadi lagi dimasa yang akan 

datang, hanya Allah yang tahu kat,an dan dimana akan 

terjadi. Dan sudah menjadi takdir juga bahwa kita warga 

Sumatera Barat telah hidup dan insytlA.llah akan tetap hidup 

di ranah minang tercinta ini. Dan tentu sangat bijak bila kita 

berbenah diri mertghadapi berbagai kemungkinan 

datangnya bencana tsb dengan tnenyiapkan berbagai 

kemampuan sehingga kita menjadi ramah dengan bencana 

yang ada. Diantara persiapan kita tersebut adalah 

menyiapkan bangunan yang standar berdasarkan analisa 

para ahli yang tertuang dalam aspek tekhnis bangunan, jadi 

bukan bencananya tapi bangunannya. Selain itu juga untuk 

menciptakan peruntukan ruang yang harmonis perlu diatur 

berbagai persyaratan administratif sehingga tercipta 

keharmonisan dalam bangunan, kami melihat semua itu 

telah tertuang dalam ranperda ini, maka sangat arif pula 

tentunya bila ranperda ini segera kita tetapkan. 
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2. Dalam pelaksanaannya nantik diharapkan ada koordinasi 

yang baik antara kab./kota dengan provinsi dan antar 

kabupaten kota se-Sumatera Barat,_ kama Undang-undang 

nomor 18 /2002 juga mengamanatkan agar Kabupaten /kota 

juga membuat Perda yang sama dengan Perda di Provinsi. 

3. Sebagaimana layaknya sebuah aturan maka perlu 

diprogramkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga 

masyarakat mengetahuinya 

4. Dalam pelaksanaannya nanti perlu ketegasan oleh Pemda 

dalam hal kesesuaian antara tata ruang dengan perizinan­

perizinan pendirian bangunan, kama ini akan berdampak 

jangka panjang bagi kemajuan pembangunan, demikian 

juga dengan tata ruang, jangan sampai daerah/ dengan 

peruntukan tertentu dirobah tanpa alasan akademis yang 

kuat. · 

Demikianlah beberapa catatan kami kiranya kita semua merasa 

terlibat clan ikut bertanggung jawabn clengan apa yang akan kita sepakati 

bersama pacla hari ini clan dimasa yang akan datang akan menjadi acuan 

kita bersama. 

Gubemur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati. 

Setelah melakukan pembahasan yang mendalam terhadap konsep 

pembahasan TENTANG BANGUNAN GEDUNG llll, sambil 
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kesepakatan bersama DPRD Propinsi Sumatera Barat clan pemerintah 

daerah. 

Mohan maaf atas segala kekurangan, Wabillahitaufik wal hidayah, 

Wassalamualaikum, wr.wb. 

Padang, 26 Mei 2011 
22 Jumadil Tsani 1432 H 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) 
DPRD Sumatera Barat 

Rafdinal, SH 
Ketua 

Msi 
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PENDAPAT AKHIR 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

Terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah 
Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan 

Bencana 

Pada hari Kamis, 26 Mei 2011 

Disampaikan Oleh : Ir. lsrar jalinus 

Assalarnu Alaikum Wr. Wb. 

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota 
DPRD Provinsi Sumatera · Barat ; 

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi ,Ketua Pengadilan 
Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Muspida Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Para Kepala Dinas, Sadan dan Kantor di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. 

Yth. Perwalilan BPK Provinsi Sumatera Barat 

Yth.Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan dan para Wartawan Media 
Cetak Dan Elektronik beserta hadirjn yang berbahagia. 

J. 
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Puji syukur yang dalam marilah sama - sama kita 

hadapkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan langit 

bumi dan seluruh isinya untuk hambanya yang bernama 

manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, mudah­

rnudahan kita semua tergolong hambanya yang selalu 

bersyukur kepadaNya 

Salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW, utusan 

Allah yang membawa rahmat bagi manusia dan Nabinya 

CJranfJ yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Allah dengan 

1T1eninggalkan kitab petunjuk kepada kita yaitu Al Quran 

Dan Sunnah dan siapa yang berpegang teguh dengan 

keduanya rnaka tidak akan tersesat selama-lamanya baik di 

dunia ini ataupun di akhirat nanti. 

Saudara Gubernur dan Undangan Yang mulia 

Ucapan terimakasih Fraksi Sampaikan kepada 

saudara ketua yang telah memberikan kesempatan kepada 

saya kepada untuk dapat menyampaikan pendapat akhir 

ini, dan apresiasi dan penghormatan kepada saudara yang 

bergabung dalam PANSUS Bangunan Gedung Pada 

Kawasan Rawan Bencana yang telah menyelesaikan 

pekerjaan pansus ini sesuai dengan waktu yang ditentukan 

daerah sumatera barat diprediksi banyak pihak termasuk 

pemerintah daerah sendiri menyebutkan suatu kawasan 
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rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor 

non alam atau faktor manusia yang menyebabkan 

timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan terancamnya ketentraman n1asyarakat dan 

penyelenggaraan pemerintahan akibat hancur infrastruktur,_ 

sarana serta gedung-gedung pemerintahan tersebut 

Untuk menghadapi semua itu pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten kota telah melakukan upaya 

penanggulangan dampak bencana dengan menetapkan 

jaiur evakuasi, n1embangun shelter-shelter serta melakukan 

sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada 

rnasyarakat terkait kondisi daerah yang rawan bencana ini. 

Gempa Bumi 30 september 2009 dengan korban dan 

kerugian yang besar berdampak negatif kepada berbagai 

asfek kehidupan masyarakat terutama asfek fisiologis, 

sosiologis dan ekonorriis masyarakat dan perlu pemulihan 

yang lania. · Oleh sebab itu dalam mengantisipasi danpak 

bencana bagi masyarakat perlu ada regulasi dalam bentuk 

pt~raturan daerah. 

Fraksi PAN berpendapat bahwa kehadiran peraturan 

daerah diperlukan karena selama ini timbunya persoalan 

dalarn menghadapi dampak bencana dengan lemahnya 

koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota, tidak 

adanya standar yang tetap dalam penyaluran bantuan,serta 

3 



tidak ada regulasi dan tekhnis dalam rehabilitasi dan 

rekonstuksikerusakan lingkungan, infrastruktur bangunan 

dan perumahan penduduk sehingga mengakibatkan 

lambannya penanganan danpak bencana yang membuat 

kondisi semakin tak menentu 

Fraksi PAN berpendapat, bahwa lahirnya peraturan 

daerah tentang bangunan gedung pada kawasan rawan 

bencana ini mendapatkan momentum yang tepat untuk 

daerah Sumatera Barat yang diprediksi oleh berbagai pihak 

sebagai kawasan rentan bencana. 

Saudara Gubernur dan Undangan yang mulia 

Pada kesempatan ini terkait dengan regulasi 

bangunan gedung pada kawasan rawan bencana, Fraksi 

PAN rnenyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut, 

"4 Penanganan Dampak berbagai macam jenis dan 

bentuk bencana harus dilakukan dengan 

konprehensif, kolektif dan ter-integratif dengan 

kabupaten kota yang terkena bencana tersebut, 

sehingga dapat menyelesaikan gangguan ketika 

penanganan itu dilakukan.Tidak konprehensif, 

kolektif dan integratif dalam menangani bencana 

akan rnenyebabkan konplik yang luas di 

4 



masyarakat, karena ada perbedaan 'Naktu 

pemberian bantuan antara daerah yang satu 

dengan yang lainnya, ada ketidak adilan dalam nilai 

bantuan, ada pemotongan dana bantuan oleh 

oknum dilapangan, ada daftar fiktif penerimc· 

bantuan dan termasuk ada perbaikan rehabilitas; 

dan rekonstruksi bangunan, infrastruktur · dan 

permukiman penduduk yang tidak sesuai dengan 

nilai bantuan yang diberikan. 

Fraksi PAN menyampaikan 

Gubernur untuk dapat 

kepada saudara 

mengkoordinasikan 

penanganan darnpak bencana sebagairnana 

dimaksud poin di atas kepada bupati dan walikota 

se Surnatera Barat sesuai dengan fungsi saudara 

sebagai koordinator, fasilitator dan negosiator 

sesuai dengan klausul Bab Ill tentang 

tanggungjawab Pemerintah Daerah, bahwa pasal 6 

Gubernur n1emberikan arahan untuk koordinasi 

evakuasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan 

rekonstruksi bangunan gedung, pemberdayaan oleh 

kabupaten kota terhadap seluruh konponen 

rnasyarakat untuk rnendirikan bangunan gedung 

yang memenuhi persyaratan dalam menhadapi 

bencana. 
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• Fraksi PAN memberikan dukungan yang kuat akan 

upaya saudara gubernur terhadap penuntutan 

perpanjangan penangan dampak bencana gempa 

30 September 2009 lalu kepada pemerintah pusat 

dan bekerjasama dengan kaukus Sakato ata u 

himpunan tokoh-tokoh daerah sebagai anggota 

DPR, DPD dan menteri yang berasal dari Sumatera 

Barat. Hal ini Fraksi sampaikan bahwa bantuan 

yang telah disumbangkan oleh pihak luar dan NGO 

kepada gempa Sumatera Barat tidak mengalir 

sesuai dengan keinginan pihak penyumbang karena · 

terbelit dengan regulasi APBN dan mungkin saja 

rnengalir ke daerah, selain Sumatera Barat. 

Sernentara Sumatera Barat masih butuh pernulihan 

dengan biaya yang sangat besar termasuk 

pennukiman penduduk yang masih belum utuh 

sepenut1nya. Oleh Sebab itu saudara Gubernur 

agar sesegera mungkin mendesak pemerintah 

pusat untuk menentukan besar alokasi bantuan 

yang belum direalisasikan oleh · pusat kepada 

daerah Sumatera Barat. 

~ Saudara Gubernur serta Bupati dan walikota dapat 

rnenerapkan peraturan daerah ini dalarn rehabilitasi 

dan rekonstruksi bangunan gedung milik 
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pemerintah daerah dan yang lainya terrnasuk 

perrnukiman penduduk dengan paling lambat satu 

tahun setelah peraturan ini di tetapkan sesuai 

dengan klausul penutup dari peraturan daerah ini 

dengan ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan 

Gubernur sehingga sumbar telah memiliki regulasi 

yang sesuai dengan standar nasional dalam 

rnenghadapi dampak bencana yang setiap saat 

dapat saja terjadi dan konplik pasca bencana dapat 

terkendali dan teratasi. 

Setelah Fraksi rnenerima Laporan PANSUS dari 

kesirnpulan rapat gabungan pimpinan terhadap hal ini, 

rnaka Fraksi PAN merapatkannya secara internal pada 

tanqgal 25 ~Jlei 2011 dengan menghimpun saran dan 

pondapat saudara~saudaraku anggota fraksi. Dengan 

Berserah diri kepada Allah SWT dan melapazkan Bi/111 

!llahir Rahmanir Rahim, Fraksi PAN Dapat Menyetujui 

Draf Usulan Ranperda lni Untuk Dijadikan Peraturan 

Daerah Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan 

BHncana. Selanjutnya dapat ditetapkan dalam paripurna ini 

sesuai dengan mekanisma yang ada. 

\/Vassalarnu Alaikurn Warahmatullahi Wabarakatuhu 
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Padang, 26 Mei 2011 

Fraksi Partai Amanat Nasional 

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT 

Ketua, Sekretaris, 

Juru bicara 

r.lsrar Jalinus 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

FRAKSI PARTAI DEMOK.RAT 

Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext.190 

PENDAPAT AKHIR 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

~ith.sdr.GuberrH1r Provins! Sumatera Barat. 

Yth.sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Ytti.Sdr.MUSPiDA dan Ketua PengadHan T1nggi Prov,nsl Sumatera Ba rat. 

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas /Sadan/Kantor/Kantor Wilayah/ dan 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan 

yang berbahagia. 

Yth.Bpk/lbu/Sdr.hadirin dan hadirat yang kami hormati. 

Sdr.Pimpinan DPRDrGubernur :MUSPlDA, serta hadirin dan hadirat yang kami 

muliakan. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah 

S\tvT, yang senantiasa teiah meHmpahkan Rahmat clan KanmiaNya kepada idta 

semua yang telah dapat hadir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera 

Barat,dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Bangunan Gedung ,Shafawat berlring Salam disampaikan untuk Junjungan kita 
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yaitu A! Qur'an dan Sunnah Rasu!uUah. 

!zinkan kami me.n.gucapkan tertma kasth yang sebesar-besarn't'<l 

kepada p1mpinan s1dang,Pimpinan Dewan dan sdi.Gubernui yang teiah 

mernberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir 

Fraksi Part.ai ~~mokrat ter.h.a,:!.a.p .Ranc.angan n-r-4 ... __ _ 
!'"'~ ..... .:,\!-.~!·~~~ 

Bangunan Gedung. 

Panit,a 

Penghormatan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 
""h I h I k -K, ,usus yang te,a , oe ,e-rJa l, .-ac dafam mb" ~h. C ~anr-annar. "-el .;J I Ill me111 Olld.;J I\ h .. 115 II 

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung,dengan sungguhsungguh dan 

tidak mengenal lelah sehingga telah dapat menyampaikan laparan hasi[ 

pembahasannya pada sidang p:eno DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari 

ini serta kepada semua komisi -komisi yang teiah membahas pad.a sidang 

gabungan komisi waktu yang lalu. 

Sdr.Pimpinan DPRO,Gubernur dan hadirin yang kami muHakan. 

Seteiah mendengar,membaca ,memperhatikan dan 
I, • .... arni 

Fiaksi Partai Cemokiat menyampaikan beberapa 
___ ,..i ___ +-

!JCI IUO!-)Ol 

untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua daiam 

c:i::ih;:ip::ii hPrikut · 
- - ·- - 0 - . -- - . - . - -- - . 

1. Sebagai objek dari PERDA ini mengatur bangunan gedung 

dan Kata menetapkan PERDA tersendiri,alehkarena itu kami 

berpendapat bagaimana Pem~rintah Da-erah Prnv(nsf 
c· ·--*---- o---"' ,.j ___ ... ..._.. ___ ,, __ ,.1:-.- .... :i,....,,~ ,..._,,.. ____ i.....-ii, ,.,i---~--
..1u11101..c1 a UOIOl.. UO!JOl.. 111c1151"\.VIUIIIO.;)l1',.0II .;)C\...010 UOII"\. uc:115011 

Pemerintah Daeah Kabupaten dan Kata agar ketentuan yang 
ni;;.:frur o';:i1'am Pi=RD· li ini i1;oa o'i:::ttltr rnµ\:;:;\ui Pi=R-ut-. K::.nup::.tpr; 
-·- ... I - ltl I -II ~ 1, lltl J-o ,_.__, 111_1_(_1 I -,"i 1\ i,'-JI_ _ ... _II 

l_ - . II . •· .- ., .. ,. I. I .. ,f .. , . . • •..... I . ... J _, .. 1.. .l•I .. I _. _ I . J • 

Udll l\.Uld Ydll!5 UUdldlll UJ.Jt:!ld!>IUlldlllYd UdJ.Jdl UlldK!>dlldK.dll Udll 

dipatuhi oleh masyarakat.Apabila Kordinasi tidak efektif maka 
Oi:'."t'H''IA" in• ·han"""-la·h m0 rup-=>ir-:.n -:>-t"r""n rlia-tas ire.--tas I I- t \ LJ I I I Y Cl I I IC I O "·QI I Cl~ U Cl I U I I. " I I. • 

2.. Daiam Bab Pembinaan dan oene:awasan ridak reriihar oeran;:tn 
~ ._.. - ' - . . • . ! • - . -· -

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kata ikut melakukan 
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pengai.vasan sedangl<an i.vewenang Pemerintah Daer 

kewenangan Pemerintah Ka bu paten dan Kota,ma 

diperiukan kejelasan dafam perda ini.Sedangkan dafam µa: 
47 mPnv;tt;tk;:in h;:ihw;:i nPrrltttrrln h;:inu1m;:in uPcittn'7 r;:iw 

, ? ~- ~· OJ 

bencana di Kabupaten dan Kota tetap berlaku artinya ak; 

ter;ad·· tump""'h +;nriih nara"""r-:,n IJ I I I 011 1.tl lUll 1 f"~I I.U OIi. 

-~ PPrrl;t ini tpl;:ih mPno;tttir ,;:pc;tr::l tP'khnk nPr,;tr;:it;tn-nPrc;:;:ir;:it; 
..._. 1 ! 

yangdiperlukan untuk suatu bangunan gedung yar 

membutuhkan pengawsan tekhnik. 
4 0Pno;tn rlitPt;:mk;:in PFROA ini m;:ik;:i 'Sk'.Pf) tPrk;tit ri:rn. 

•-• I 

melaksanakan dan melakukan pengawasan serta berkordina 

dengan Pemerintah Kabupaten dan Kata serta dinas tekhn 

rtirt~Pr;:ih v;:ina hi:irc:;:inail'1 ft~n 
-- - •. -· - . -- .• I ••.• ._, -- -·. - -· - .,_, .••• - -· . -

Demikianlah beberapa hai yang periu kami sampaikan ctan Fraksi Part; 

uemokrat uPRu - . . 
l"'rOVlnSJ 

- -::>umarera Barat ,oan aengan mengucapKa 

miini::uii t<iinut11c:.::1n DPRn Provinc:i c;um.::1ti:>r ... . - ... - . - . . . . . "' 

Barat"ltentang Bangunan Gedung)ni ,semoga penyampaian kami ini dapa 

menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumater. 

tiaroi. uan oicts perhatiannyc:t kc1rni mengucapkan i:erirna kc:1sirL 

B/U.AHi TAUF!K VViH.HlDAYAH,VvASSALAMMUAL ,~iKi.Hvi.\.YR.VvB. 

Padang 26 Mei 2011. 



FRAKSJ PARTAf OEMOKRAT 

OEVVAN PERWAKii..AN RAA~iA7 OACRAH 

PROVlNSl SUhftATERA BARAT ~ 

Yenasehai: : in.,·uLTCi<Ht'fit.MM. 

Sekretari§:. 

ef;,1-~ U"~ 

H.SUWfRPfN SUfB. 

WAKll KETUA : • lR.H.ARXADlUS OT .WT AN BANOJLwUvf-?-.-..BA.. 

Anggota: 

l. USWANOJ.SE. 

2. HASRANtTA.SM.MH. 

3. ERNAWATI TANJUNG 

4. H.BUZARMAN 

.. . .......... ~, ............. ·-
::,. ,n.n.,,.uvnn. "''"~· 

6. H.NOFRll.ON 

7. HJ.ZAHARA HASNi. 

8. H. DODI DELVI SE. 

9. ELDI SUTRtSNO.DT.fNTAN BATUAH. 

10.uitS.SYAiviSUi. aACHiti YAHYA uT.tUBUi\ i:iANuARO. 
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